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ABSTRAK

Emi Mulyaningsih, 201210115043, Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Berupa Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 532k/Pid.Sus/2016)

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

Bahwa di dalam penerapan hukuman tambahan yaitu pencabutan hak
politik bagi para pelaku tindak pidana korupsi agar diperlakukan sama bagi siapa
yang melanggar, supaya memberikan efek jera terhadap pelaku. Karena korupsi
sangat merugikan keuangan negara. Dari kacamata ilmu hukum berkenaan dengan
pembelajaran dan ada banyak pandangan, Hukum adalah sebuah produk yang
sudah ada dan langsung dapat digunakan seperti seseorang menggunakan benda
fisik langsung pakai. Kaum legisme misalnya berpandangan demikian, mereka
menyamakan hukum sama dengan Undang-Undang. Diluar Undang-Undang tidak
ada hukum dan Undang-Undangdi ibaratkan dengan benda fisik yang langsung
pakai melalui penerapan pasal Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan , teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan
dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dipergunakan adalah data
sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan
data primeir yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis.
Analisis data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul
dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya di analisis untuk
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik ksimpulan secara
jelas yaitu, dari hal bersifat umum menuju hal bersifat khusus. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam
memutus perkara nomor 532K/PID.SUS/2016 telah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tetntan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dan apakah putusan telah mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum.

Pembimbing :
Herybertus Soekartono, S.H.,M.H

Lukman Hakim, S.H.,M.H
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ABSTRACT

Emi Mulyaningsih, 201210115043, Application of Law of Corruption in the form
of Revocation of Political Rights Based on Law Number 20 Year 2001 Concerning
the Eradication of Corruption Crime (Case Study of Supreme Court Decision
Number 532k / Pid.Sus / 2016)

Keywords: Law Implementation, Corruption Crime

Whereas in the application of the additional punishment is the revocation of
political rights for the perpetrators of corruption to be treated equally for those
who violate, in order to provide a deterrent effect on the perpetrators. Because
corruption is very detrimental to state finances. From the perspective of legal
science with regard to learning and there are many views, Law is a product that
already exists and can be directly used as a person using physical objects directly
wear. Legisms for example like that, they equate the law with the Law. Outside the
law there is no law and the law in the sense of physical objects that directly use
through the application of the article of the Act. This research uses Normative
Juridical approach method, that is by reviewing the legislation, legal theories and
jurisprudence related to the issues discussed. The data used are secondary data,
namely: data that support information or support the completeness of primeir
data obtained from libraries and collections of personal authors. Data analysis
used normative analysis, that collected data poured in the form of logical and
systematic description, then in analysis to get clarity of problem solving, then
drawn conclusion clearly that is, from general thing to be special thing. The
purpose of this study is to know the Judges' Consideration in deciding the case
number 532K / PID.SUS / 2016 has been in accordance with Law Number 20
Year 2001 Tetntan Eradication of Corruption. And whether the verdict has

reflected a sense of justice and legal certainty.
Counselor:
Herybertus Soekartono, S.H., M.H

Lukman Hakim, S.H., M.H
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MOTTO

“ Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses,

melainkan menjadi orang yang berharga

Albert Einstein
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DPR =DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DPRD = DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
MPR = MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
KKN = KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME

KPK = KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI
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